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I.1. Latar Belakang  

 Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu 

dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan 

selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup 

bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta harus 

pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan 

tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu 

mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa 

berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk 

melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.1 

 Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya 

menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-

nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan :      

“Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya 

untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan 

nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia 

yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan 

hukum di Indonesia.”2  

                                                           
1 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 189 
2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2002, hal 28 
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 Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman 

Sarikat Putra mengatakan,3 bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula 

sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran 

pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan 

akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. 

 Dalam era yang serba sulit ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada 

berbagai macam permasalahan keamanan yang mengganggu ketenteraman 

dan kenyamanan hidup. Berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana 

muncul ke permukaan sehingga terkadang memberikan sebuah  momentum 

bahwa setiap individu harus dapat menjaga dirinya masing-masing dari 

akibat-akibat yang tidak diinginkan. 

 Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk 

ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar 

anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat 

menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri 

maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. 

Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, 

mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang 

dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. 

 Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai 

contohnya, perjudian, penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, 

penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal 

                                                           
3 Nyoman, Sarikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip, 

Semarang, 2005. hal 23 
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dengan “kejahatan jalanan” atau street crime” menjadi tantangan bagi proses 

penegakan hukum. 

 Bahwa kejahatan terhadap tututan ekonomi akan tampak meningkat di 

negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan 

dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling 

maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan 

mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan 

bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur dinegara miskin dan berkembang, 

tetapi juga dinegara-negara yang sudah maju. 

 Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan 

dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma 

dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang 

menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan 

secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana 

maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.  

 Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah 

tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti perjudian, 

pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.  

 Penegakan hukum di Indonesia perlu adanya aparatur penegak hukum 

yang handal, beribawa, penuh pengabdian, cerdas, taat hukum dan berwawasan 

luas, supaya terciptanya aparatur penegak hukum yang disenangi dan disegani 

oleh masyarakat, terutama bagi penegak hukum di tubuh kepolisian negara 

Indonesia. Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan 

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-
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keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-

undang yang dirumuskan dalam peraturan itu.4  

 Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut 

Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum 

pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang 

saling berkait, yaitu :5 

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana ; 

2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ 

mempertanggung jawabkan seseorang melakukan perbuatan itu 

3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut 

 Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara 

dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada 

umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau 

kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan 

bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. 

 Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas 3 

(tiga) tahapan yakni : 

1. tahap kebijakan legislatif/formulatif  

2. tahap kebijakan yudikatif/aplikatif 

3. tahap kebijakan eksekutif/administratif 

 Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut 

terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan 

                                                           
4  Sukarto Marmosudjono, 1989, Penegak Hukum di Negara Pancasila, Pustaka Kartini, 

Jakarta, hal. 12 
5  Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136 
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legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan 

perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok 

dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, 

kesalahan/pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh 

pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/aplikatif merupakan kekuasaan   

dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan 

dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh 

aparat pelaksana/eksekusi pidana. 

 Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas 

penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief6 

bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) pada 

hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat 

(social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). 

 Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Hukum 

tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan 

sendiri kehendak-kehendaknya yang tercantum dalam hukum itu. Penegakan 

hukum pidana secara kongkrit diwujudkan oleh hukum acara pidana yaitu melalui 

proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang dan eksekusi yang 

dilaksanakan oleh masing-masing instansi penegak hukum yaitu : Polisi, Jaksa, 

Hakim, dan Badan Eksekusi (Lembaga Pemasyarakatan). 

                                                           
6 Barda Nawawi, Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2, hal 73 
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            Polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan 

dan ketertiban umum. Kepolisian artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan 

polisi atau singkatnya urusan polisi.7  

 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum. Terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan  kepada masyarakat, serta tertibnya ketentraman 

masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia diatur dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. 

            Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

kepolisian menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan 

alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman 

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

negeri. 

 Salah satu tindak pidana yang semakin merebak umumnya di Indonesia 

dan khususnya di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pantai Cermin adalah 

perihal perjudian, sehingga tidak heran apabila aparat kepolisian akhir-akhir 

ini semakin giat memberantas judi tersebut. 

 Judi dijadikan sebuah perbuatan yang dilarang oleh perundang-

undangan  disebabkan oleh karena banyak akibat-akibat yang negatif timbul 

dari perbuatan tindak pidana perjudian tersebut, baik itu akibat kemerosotan 

moral maupun juga kehancuran sebuah rumah tangga hingga akhirnya 

kehancuran sebuah bangsa. 
                                                           

7  H. Hilman Hadikusuma, 2005, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, hal. 167 
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 Judi sangat dilarang oleh agama, tetapi meskipun demikian tetap saja 

perjudian ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi dianggap 

oleh pelakunya sebagai suatu jalan tercepat untuk menjadi kaya tanpa 

melakukan usaha yang membanting tulang.8 

 Judi menurut KUHPIDANA Pasal 303 ayat (3) adalah “setiap 

permainan yang memungkinkan akan menang pada umumnya tergantung pada 

untung-untungan saja, juga kalau menungkinkan itu ditambah besar karena 

pemain lebih pandai atau mahir”. Main judi juga meliputi segala peraturan 

tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh 

mereka yang turut berlomba atau permainan itu, demikian pula segala 

peraturan lainnya. Karena main judi merupakan kegemaran yang dapat 

menjadi rasa ketagihan yang akhirnya dapat menghabiskan harta benda dan 

akhirnya mendorong untuk melakukan kejahatan. Maka KUHP melarangnya 

dengan ancaman pidana Pasal 303 KUHP dan untuk perjudian ringan dalam 

Pasal 542 KUHP. Bahkan secara jelas Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 

1974 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan “semua tindak pidana 

perjudian sebagai kejahatan”. 

 Tindakan kepolisian terhadap perjudian bersifat relatif, menangkap 

para pelakunya untuk di ajukan kepengadilan. Di satu sisi kepolisian sebagai 

suatu instansi pengayom dan pelindung kehidupan masyarakat, agar 

masyarakat dapat hidup tenteram dan nyaman, kurang mendapat penilai yang 

positif dari masyarakat itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh adanya tindakan 

yang sebagian oknum kepolisian tersebut yang dalam tata cara bekerjanya 

                                                           
8 Mulyana W. Kusumah, Kejahatan dan penyimpangan, Suatu Perspektif 

Kriminologi, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 42. 
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melebihi batas kesewenangannya, sehingga masyarakat bukan terkesan 

terlindungi tetapi malah menyangsikan keberadaan kepolisian itu sendiri. 

 Begitu juga perihal keberadaan kepolisian di dalam hubungannya 

dengan penindakan dan pemberantasan terhadap judi yang dilakukan akhir-

akhir dianggap oleh masyarakat hanya sebagai suatu tindakan yang sesaat 

saja, tidak terus menerus dan berkelanjutan. Sehingga dari akibat perbuatan 

tersebut maka judi dapat saja tidak dilakukan hari ini tetapi dapat timbul 

kembali kemudian. 

 Dari uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

pembahasan yang dalam berbentuk skripsi dengan judul “Peranan Kepolisian 

Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Polsek Pantai 

Cermin)”.   

 

I.2. Idenfitikasi Masalah 

 Permasalahan judul adalah salah satu permasalahan penyakit 

masyarakat yang banyak melanda kota-kota besar bahkan sampai ke pelosok 

pedesaan, bahkan sangat sering kita dengar dan hal ini sudah lama 

dipermasalahkan untuk penanggulangannya. Hal ini dapat kita ketahui bahwa 

merebaknya kasus-kasus perjudian di seantero tempat akan menimbulkan 

berbagai efek yang bersifat negatif, dimana efek dari menjalarnya perjudian 

tersebut dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang bertentangan 

dengan norma hukum maupun norma kesusilaan dan norma agama. 

 Dari uraian tersebut di atas maka adapun yang menjadi identifikasi 

masalah dari skripsi, adalah sebagai berikut : 
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1. Dengan semakin gencarnya kepolisian akhir-akhir melakukan razia dan 

operasi terhadap praktek-praktek perjudian yang dilakukan di Wilayah 

Polsek Pantai Cermin. Keadaan tersebut akan menjadi sangat menarik 

dilihat dari pandangan sebagian masyarakat terhadap lembaga kepolisian 

itu sendiri yang kurang baik, sehingga dari kedua sisi ini akan sangat 

menarik apabila dilakukan pembahasan, terutama untuk melihat 

bagaimana sebenarnya citra kepolisian itu sendiri di dalam memberantas 

praktek-praktek perjudian itu sendiri. 

2. Penulis merasa tertarik karena masalah perjudian yang juga merupakan 

masalah penyakit masyarakat ini merupakan suatu masalah yang sulit 

untuk dicegah dan diberantas, oleh sebab itu penulis ingin membahas lebih 

mendalam lagi. 

3. Penulis merasa tertarik karena masalah perjudian ini adalah suatu masalah 

yang sangat mempengaruhi  kemerosotan moral bagi masyarakat sehingga 

melalui penulisan ini penulis mengharapkan kesadaran semua pihak untuk 

dapat bersama-sama mencegah dan menyadari betapa buruknya pengaruh 

penyakit masyarakat khususnya perjudian tersebut. 

 

I.3. Pembatasan Masalah 

 Penulis membatasi ruang lingkup dari permasalahan dalam  menyelesaikan 

skripsi ini, batasan-batasan masalah dalam skripsi ini adalah hanya membahas 

Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel dan penanggulangannya serta sanksinya 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja. 
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I.4. Perumusan Masalah 

 Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk 

mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan 

yang sesuai dengan judul yang diajukan. 

 Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana proses hukum pemberantasan perjudian sebagai tindak pidana oleh 

kepolisian? 

2. Mengapa masih banyak perjudian yang timbul dalam masyarakat,  meskipun 

aparat kepolisian sudah gencar untuk memberantasnya ? 

 

I.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita 

mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi 

ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan 

nantinya. 

 Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan 

pokok penulis adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan 

kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. 

2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya 

kedudukan dan peranan penyidik Polri dalama hal mencegah dan 

memberantas perjudian. 
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3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana perihal perkembangan dari 

dikenakan sebuah perbuatan tersebut disebut perjudian. 

 Selain tujuan terdapat juga manfaat dari penulisan karya ilmiah ini 

adalah sebagai pandangan kepada masyarakat dan penegak hukum tentang 

penanggulangan tindak pidana perjudian. 
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